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SALINAN                       PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK  3528046801030002, tempat  dan  tanggal  lahir

Pamekasan,  28  Januari  2003,  umur  20,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di

Dusun Orai RT.000/RW.000 Desa Pamoroh

Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan,

Jawa  Timur,  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa  kepada  Asrul  Gunawan,  S.H.,  dan

Kawan-kawan, advokat/penasehat  hukum

Advokat  pada  Kantor  Posbakumadin  (Pos

Bantuan  Hukum  Advokat  Indonesia)  yang

beralamat di Jl. Raya Nogroho No.47 RT.01

Rw.01  Kelurahan  Lawangan  Daya

Kabupaten  Pamekasan,  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2024, dan

telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

21/S.kuasa/5/2024 Tanggal 05 Januari 2024,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  NIK  3528120210010001, tempat  dan  tanggal  lahir

Pamekasan,  02  Oktober  2001,  umur  22,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

pendidikan  SLTA,  tempat  tinggal  di  Dusun

Orai  RT.000/RW.000  Desa  Pamoroh
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Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan,

Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan telah memeriksa bukti-

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya

tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court dan telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  dengan  register

perkara  Nomor  55/Pdt.G/2024/PA.Pmk.  tanggal  05  Januari  2024,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Jum'at,  18  Agustus  2021  M  Jam  09:00  WIB  telah

dilangsungkan  pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama

Islam.  Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan   di  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  Kecamatan  Pamekasan  Kabupaten  Pamekasan  sebagaimana

Kutipan buku Akte Nikah Nomor: 0492/027/VIII/2021 Tertanggal 18 Agustus

2021 M. 

2. Bahwa  pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang sakinah,  mawaddah,  warahmah yang di  ridhoi  oleh

Allah SWT serta saat menikah Keduanya berstatus Jejaka dan Perawan;  

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama

kurang lebih selama 1 Tahun 10 Bulan di kediaman rumah Tergugat yang

beralamat di Dusun Orai RT.000/RW.000 Desa Pamoroh Kecamatan Kadur

Kabupaten Pamekasan namun saat ini Penggugat telah pulang ke rumah

orang  tua  kandung  Penggugat  di  Jl.  Jembatan  Baru  GG.02  Kelurahan

Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan . 

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berkumpul  dan  hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami-isteri.

Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan
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yang  bernama  ANAK  PENGGUGAT  DAN  TERGUGAT,  Pamekasan

22/09/2022, NIK 352812620922001,;  

5. Bahwa  Pada  awal  bulan  Mei  2023 rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat mulai goyah, dan terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit

dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan: 

 Tergugat  tidak  pernah  memberikan  Nafkah  Lahir  Batin  kepada

Penggugat;  

 Tergugat  tidak  mau bertanggung  sebagai  kepala  rumah  tangga

dan tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja meskipun masih

dalam keadaan hamil ;  

 Tergugat pernah mengucapkan kata talak terhadap penggugat dan

Tergugat  sering  perhitungan  dalam  biaya  kebutuhan  rumah

tangga kepada Penggugat;  

6. Bahwa  puncak  dari  permasalahan  terjadi  pada  bulan  Awal  Juli  2023

 dimana terjadi pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah rumah selama  + 6 bulan hingga diajukannya gugatan ini  ke

Pengadilan  Agama Pamekasan  dan tidak  pernah melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;  

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan

Penggugat,  oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri  dan rasa

kasih sayang Penggugat terhadap  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

yang masih  di bawah umur, maka Penggugat mohon agar anak tersebut

ditetapkan  berada  dalam  pengasuhan  dan  pemeliharaan  (Hadhanah)

Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;  

8. Penggugat  atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi

Penggugat  dengan Tergugat,  Penggugat  dan sekeluarga telah mencoba

memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian

demi  menyelamatkan  perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak

membuahkan hasil  dan penggugat  tidak sanggup lagi  untuk melanjukan

ikatan perkawinan;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
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Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui  Majelis Hakim,

agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut : 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)  Terhadap

Penggugat ( Penggugat);  

3. Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

bernama  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang  masih di bawah

umur berada  dalam  asuhan  Penggugat  selaku  ibu  kandung  sebagai

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)  hingga anak tersebut  Dewasa

atau Mandiri;  

4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;  

 SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ); 

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada Asrul Gunawan, S.H., dan Kawan-kawan, advokat/penasehat hukum

Advokat pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia)

yang beralamat di Jl. Raya Nogroho No.47 RT.01 Rw.01 Kelurahan Lawangan

Daya Kabupaten Pamekasan,  berdasarkan Surat  Kuasa Khusus Tanggal  01

Januari  2024,  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pamekasan dengan Nomor 21/S.kuasa/1/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

diatas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

didampingi  Kuasa  Hukumnya  datang  menghadap  ke  ruang  persidangan,

sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya
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meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  menurut  relaas  Nomor

55/Pdt.G/2024/PA.Pmk  tanggal  8  Januari  2024   dan  16  Januari  2024  yang

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

didampingi  Kuasa  Hukumnya  datang  menghadap  ke  ruang  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

telah dipanggil  secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa

tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Kuasa

Penggugat  telah  menyerahkan  asli  surat  gugatan  Penggugat,  lalu  surat

tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi  E-

court, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa  oleh  karena  usaha  perdamaian  tidak  berhasil,  maka

pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat  telah  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  dengan

menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Nur Laela S

NIK  3528046801030002  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Arisal  Dwiyansyah

No.3528122809220004;  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
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bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Pamekasan  Kabupaten

Pamekasan Provinsi  Jawa Timur,  Nomor 0492/027/VIII/2021 Tanggal

18  Agustus  2021;  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan

bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  Penggugat  dan

Tergugat  No.3528-LU-280920220017  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  WILDA YULIANI SUCIPTO BIN ACH SUCIPTO, umur 31 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Dusun gilin Rt/Rw.006/003 desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah saudara kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini

diasuh Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai

dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

rukun  dan  harmonis,  tetapi  kemudian  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  Tergugat  tidak  kerja  dan  tidak

tanggungjawab kepada Penggugat; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan

yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil; 

Saksi 2,  SITI NUR AMINA BINTI MUNANGWAR, umur 48 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Jalann  jembatan  baru  Kelurahan  Gladak  Anyar  Kecamatan  Pamekasan

Kabupaten Pamekasan,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah Ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini

diasuh Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai

dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

rukun  dan  harmonis,  tetapi  kemudian  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sejak  awal  menikah  Tergugat  tidak

pernah memberi nafkah dan Tergugat malas kerja; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan

yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat  tidak  mengajukan tambahan keterangan dan alat

bukti  lagi,  kemudian  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap

dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala

hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo.

pasal 31 ayat (1) dan (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasehati   Penggugat  agar  hidup  rukun  kembali  dengan  Tergugat

sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  datang

menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diamanahkan  oleh  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah

dipanggil  secara resmi  dan patut,  lagi  pula ketidakhadirannya tersebut  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil

secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1)

HIR);

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya mendalilkan

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri.  Pada  mulanya  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei

2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis,

penyebabnya karena Tergugat  tidak pernah memberikan Nafkah Lahir  Batin

kepada Penggugat,  Tergugat  tidak  mau bertanggung sebagai  kepala  rumah

tangga  dan  tergugat  menyuruh  Penggugat  untuk  bekerja  meskipun  masih

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam  keadaan  hamil,  dan  pernah  mengucapkan  kata  talak  terhadap

penggugat  dan  Tergugat  sering  perhitungan  dalam biaya  kebutuhan  rumah

tangga kepada Penggugat, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang

lalu  sampai  sekarang,  dan  atas  dasar  tersebut  Penggugat  ingin  bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

maka  Tergugat  telah  tidak  menggunakan  haknya  untuk  melawan  gugatan

Penggugat

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  pasal  125  ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  Penggugat  dibebani  untuk  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya ;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalilnya  tersebut

Penggugat  mengajukan  bukti  surat  yang  diberi  tanda  P.1  s.d  P.4  serta

menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  dan

Kartu  Keluarga)  yang  aslinya  merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai

cukup serta cocok dengan aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai

identitas Penggugat yang meliputi  nama, tempat tanggal lahir,  jenis kelamin,

alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan materiil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  dan  P.2,  telah  terbukti

Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat

tinggal  sebagaimana  tersebut  dalam  surat  gugatannya,  yang  berdasarkan

ketentuan Pasal  4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan

daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan
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pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka

Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan

Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  18  Agustus  2021,

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti

tersebut   telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.3  maka  terbukti  Penggugat

dan  Tergugat  telah  mempunyai  hubungan  hukum  sebagai  suami  istri  sah,

sehingga  Penggugat  telah  mempunyai  legal  standing dalam  mengajukan

gugatan ini,  serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai  pihak-

pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa bukti  P.4 (fotokopi  Kutipan Akta Kelahiran)  yang

aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak

Penggugat  dan Tergugat,  lahir  di  Pamekasan 22 September  2022,  adalah

anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut  telah memenuhi syarat

formal  dan materiil,  serta  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat  tentang

keadaan  rumah  tangga,  perselisihan  dan  penyebabnya  serta  pisah  rumah,

adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

171  HIR.  sehingga  keterangan  saksi-saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi  tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  dari  alat  bukti  tertulis  dan  saksi-saksi  tersebut

diperoleh  keterangan  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami-istri  yang  sah

yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2021, dan dikaruniai seorang anak

bernama:  Anak  Penggugat  dan  Tergugat,  lahir  di  Pamekasan  22

September 2022;

 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dengan baik dan tidak

terlantar oleh Penggugat;

 Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  berjalan  rukun,

tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan

yang lalu sampai sekarang;

 Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 s.d P.4 serta

keterangan  saksi-saksi  tersebut  di  atas  maka  Majelis  Hakim  telah  dapat

menemukan  fakta  hukum dalam persidangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 18

Agustus 2021, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih

dan bertengkar yang disebabkan karena malas bekerja;

 Bahwa  akibat  perselisihan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  terus-menerus,

Penggugat dan Tergugat  telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan

yang lalu sampai sekarang;

 Bahwa para saksi  sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;
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 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  dikaruniai  seorang anak bernama:  Anak

Penggugat dan Tergugat, lahir di Pamekasan 22 September 2022, saat ini

diasuh Penggugat ;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum angka 1, tentang Pengkabulan gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum

tersebut  berkaitan  dengan  petitum yang  lain,  maka  akan  Majelis  Hakim

jawab  kemudian  dalam  kesimpulan  akhir,  setelah  mempertimbangkan

petitum lainnya;

Petitum angka 2, tentang Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah

dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,

dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran

sudah  sedemikian  rupa  dan  berpengaruh  pada  keutuhan  kehidupan  rumah

tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu

yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun

antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga

yang  telah  secara  maksimal  berupaya  merukunkan  keduanya  tetapi  tidak

berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima

saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang,  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah

sedemikian  rupa dan tidak  mungkin  dapat  dirukunkan lagi,  sehingga tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-

Rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia
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menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tentram  kepadanya,  dan  menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang,  bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan,  perceraian  hendaknya  dihindari,  karena  perceraian

adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila

di  dalam  perkawinan  antara  suami  istri  sudah  tidak  ada  kedamaian  dan

kepercayaan,  apalagi  dalam perkara  ini  antara  suami  isteri  sudah  berpisah

tempat  tinggal  dan  sudah  tidak  ada  komunikasi  yang  harmonis  antara

keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi

dalam  rumah  tangga  atau  dengan  kata  lain  rumah  tangga  tersebut

dipertahankan  juga  maka  keburukannya  (madharatnya)  lebih  banyak  dari

kebaikannya  (maslahatnya)  sedangkan  menolak  keburukan  haruslah

diutamakan daripada mengambil  kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang

berbunyi:

Artinya:”Menolak  kerusakan  harus  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  gugatan  Penggugat  telah

beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  di  atas  juga  telah  terbukti

memenuhi  alasan cerai  berdasarkan ketentuan Pasal  19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam),  oleh  karena  itu  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  juga  karena  Penggugat  belum  pernah  bercerai  dengan  Tergugat/ini

perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak

dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama,  sehingga  sesuai  ketentuan  Pasal  119
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angka  (2)  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  mengabulkan

gugatan  Penggugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Petitum angka 3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, agar Penggugat

ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya yang bernama

Anak Penggugat dan Tergugat,  lahir di  Pamekasan 22 September 2022,

maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2)

Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi

Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi

Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak

anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang

hak  asuh  anak  dan  hak-hak  anak  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  pijakan  utama  dalam menetapkan  pemegang  hak

asuh  anak  (hadhanah)  adalah  kepentingan  terbaik  atau  kemaslahatan

terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun

yang  telah  mumayyiz,  menurut  Majelis  Hakim  kepentingan  terbaiknya

adalah  diasuh  oleh  ibu  kandungnya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  105

huruf (a), dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak

untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut

tidak  terbukti  mempunyai  sifat  buruk  yang  dapat  berpengaruh  buruk

terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu

selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam

tradisi  di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak
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yang  belum  atau  telah  mumayyiz  dibanding  ayah  dan  itulah  wujud

kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad

SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-

Hakim, yang berbunyi: 

تنَكْحِِي      لمَْ مَا بهِِ أنَتِْأحََقّ
Artinya:  “  Kamu  (ibu  kandung)  lebih  berhak  terhadap  anakmu  selama

engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa  ketentuan di  atas dilatarbelakangi  oleh beberapa

faktor sebagai berikut:

1. Faktor  kasih  sayang,  tanpa  mengurangi  bahwa  ayah  juga  menyayangi

anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun,

ibu  jauh  lebih  mampu  mengembangkan  kasih  sayang  dan  kelembutan

kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat

mustahil  apabila  anak  yang  masih  kecil  harus  ditarik,  dipisahkan  dan

dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan yang

dihubungkan  dengan  fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan

sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat

bernama bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Pamekasan 22

September  2022, saat  ini  diasuh  Penggugat,  masih  belum  mumayyiz

sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat

bukti  sebagai  pribadi  yang  buruk  dan  menelantarkan  anak,  karenanya

dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh” (hadhanah) anak ditetapkan

berdasarkan kepentingan terbaik  bagi  anak”,  Majelis  Hakim berpendapat

bahwa  Penggugat  telah  memenuhi  syarat  dan  layak  serta  lebih  tepat

ditetapkan  sebagai  pemegang  hadhanah  (hak  asuh)  anak  tersebut

dibanding Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas  maka  petitum  gugatan  Penggugat  agar  ia  ditetapkan
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sebagai  pemegang hak hadhanah anak bernama  Anak Penggugat  dan

Tergugat, lahir di Pamekasan 22 September 2022, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan

berarti  Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  hak  dan  kesempatan  untuk

mencurahkan  kasih  sayang  dan  perhatiannya  kepada  anak  tersebut.

Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah

kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang

dan  perhatiannya  kepada  anak  tersebut  hanya  saja  tentu  harus

mempertimbangkan  kondisi  anak  itu  sendiri,  oleh  karena  itu  Penggugat

harus  tetap  memberi  kesempatan  terhadap  Tergugat  sebagai  ayah

kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan

berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi

anak tersebut.  Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam

menentukan  jadwal  pertemuan  Tergugat  dengan  anak  tersebut  harus

dibangun  dengan  baik,  berusaha  mengesampingkan  ego  masing-masing

dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  kepada  Surat  Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan,  dalam Rumusan Hukum

Kamar  Agama  angka  4  yang  menyatakan,  “Dalam  amar  penetapan

hadhanah  atas  anak  harus  mencantumkan  kewajiban  pemegang  hak

hadhanah  memberi  akses  kepada  orang  tua  yang  tidak  memegan  hak

hadhanah  untuk  bertemu dengan  anaknya.  Dalam pertimbangan  hukum

harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada

orang  tua  yang  tidak  memegang  hak  hadhanah  dapat  dijadikan  alasan

untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak  hadhanah”,  maka  Majelis

Hakim  berpendapat  penghukuman  terhadap  pemberian  hak  ases  untuk

bertemu  anak  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  suatu  keharusan  dan

apabila  tidak  diberikan  hak  akses  tersebut,  maka  hal  tersebut  dapat
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dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  tersebut  termasuk  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dan

ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek seluruhnya;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat,  lahir

di Pamekasan 22 September 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat

(Penggugat),  dengan  kewajiban  Penggugat  memberi  akses  kepada

Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari

hari  Senin  tanggal  29  Januari  2024 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  17

Rajab  1445  Hijriah  oleh  Sugianto,  S.Ag. sebagai  Ketua  Majelis,  Achmad

Kadarisman, S.H.I.,  M.H. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
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sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut, dan didampingi oleh Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa  Penggugat secara elektronik

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran Rp. 30.000,00
-  Proses Rp. 100.000,00
-  Panggilan Rp. 40.000,00
-  PNBP Panggilan Rp. 30.000,00
-  Sumpah Rp. 100.000,00
-  Redaksi Rp. 10.000,00
-  Meterai Rp. 10.000,00
J u m l a h Rp. 320.000,00
                                 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
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